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MEMAHAMI JIWA DAN SEMANGAT PROKLAMASI
KEMERDEKAAN BANGSA INDONESIA

Oleh : Hotma P. Sibuea

’
“3S5STRAK

Proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus 1945
wialah pernyataan politik tertinggi bangsa Indonesia. Sebagai pernyataan politik,
woklamasi kemerdekaan mengandung ungkapan tentang sikap politik bangsa
=conesia terhadap penjajahan yakni menentang penjajahan dalam segala bentuknya.
“-njajahan itu menurut pandangan bangsa Indonesia harus ditentang. Sebab, pertama,

iak sesuai dengan peri-kemanusiaan. Kedua, karena tidak sesuai
‘=ngan perikeadilan. Oleh sebab itu, jiwa dan scmangat yang terkandung dalam
~-oklamasi kemerdekaan adalah jiwa dan semangat yang revolusioner yang
menentang penjajahan dalam segala bentuknya.

Proklamasi kemerdekaan sebagai suatu pernyataan politik tidak mengandung
~andangan-pandangan politik (filsafat politik) mengenai sifat hakikat negara dan
~-insip-prinsip penyelenggaraan negara tetapi mengandung jiwa dan semangat yang
=engilhami filsafat politik bangsa Indonesia. Jiwa dan semangat proklamasi
i=merdekaan yang mengilhami filsafat politik bangsa Indonesia itu lebih lanjut
—enentukan corak pandangan bangsa Indonesia mengenai pengertian negara yang
~aling dalam yang lazim disebut cita negara.

Cita negara Republik Indonesia yang diilhami oleh jiwa dan semangat
~roklamasi kemerdekaan mengandung 4 (empat) pokok pikiran (a) negara
~elindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, (b) negara didasarkan atas
tedaulatan rakyat, (c) negara mencita-citakan keadilan sosial bagi seluruh
sangsa Indonesia, dan (d) negara yang berkeTuhanan Yang Maha Esa.

Pokok pikiran yang menggambarkan cita negara Republik Indonesia
iersebut dituangkan dalam Pembukaan UUD 1945 dan lebih lanjut di positifkan
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dalam UUD 1945. UUD 1945 dengan demikian adalah bentuk positivisasi
negara Republik Indonesia yang diilhami oleh jiwa dan semangat prok:
kemedekaan bangsa Indonesia yang anti penjajahan dalam segala bentuknyz

A. Makna Proklamasi Kemerdekaan

Pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia memp:
lamirkan kemerdekaannya. Dalam teks Proklamasi Kemerdekaan bangsa Indor
disebutkan “Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Ind
sia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggar:
dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.”

Proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia itu merupakan titik kulmir
pernyataan aspirasi politik bangsa Indonesia.! Sebagai suatu pernyataan pol:
proklamasi kemerdekaan mencerminkan sikap politik bangsa Indonesia terh:
penjajahan. Sikap politik bangsa Indonesia terhadap penjajahan (kolonialisme) y
terkandung dalam proklamasi kemerdekaan adalah menentang penjajahan dal=
segala bentuknya. Hal itu dinyatakan dalam Alinea Pertama Pembukaan UUD 1%
yang menyecbutkan “ Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak seg
bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan
Bagi bangsa Indonesia, penjajahan oleh suatu bangsa terhadap bangsa lain adal:
perbuatan yang tidak dapat ditolelir dan harus ditentang. Sebab, penjajahan itu sepe-
lebih lanjut disebut dalam Alinea Pertama UUD 1945 ”. . .tidak sesuai dengan pe:
kemanusiaan dan peri-keadilan.” Dengan perkataan lain, penjajahan di atas bur
harus dihapuskan. Sebab, bertentangan dengan (mengingkari) kodrat manusia yar:
memiliki harkat dan martabat serta kedudukan yang sama sebagai mahluk ciptazs
Tuhan.

Proklamasi kemerdekaan sebagai suatu pernyataan politik adalah pencermina:
dari kesadaran politik bangsa Indonesia yang ingin mengubah nasibnya dari bangs:
yang berstatus terjajah menjadi bangsa yang merdeka dan berdaulat dalam suat
ikatan organisasi negara. Kesadaran politik yang dikumandangkan pada saa
proklamasi kemerdekaan tersebut terbentuk atas dasar persamaan nasib yaitu bangsa

" Joeniarto, llmu Hukum Tata Negara dan Sumber Hukum Tata Negara, Gadjah Mada, Yogjakarta, 1968,
him. 69.
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mo terjajah dan kesarmaan dalam cita-cita atau tujuan yaitu kemerdekaan. Unsur
ersamaan nasib dalam proses pembentukan bangsa Indonesia antara lain tercermin
Wi Pidato Proklamasi Soekarno? yang pada intinya mengemukakan

Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan
tanah air kita. Bahkan, telah beratus-ratus tahun. Gelombang aksi kita untuk
mencapai kemerdekaan kita itu ada naiknya dan turunnya, tetapi jiwa kitg
tetap menuju cita-cita. Juga di dalam zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai
kemerdekaan nasional tidak berhenti-henti.”

Dalam pada itu, unsur cita-cita atau tujuan yang sama yaitu kemerdekaan
salam pembentukan kesadaran politik bangsa Indonesia untuk hidup dalam suatu

| Wan negara tercermin pula dari pidato yang sama yang antara lain meng-
smukakan :

Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengalami nasib bangsa dan tanah
air di dalam tangan kita sendiri, akan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka
1 e telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka Rakyat
Indonesia, dari seluruh Indonesia. Permusyawaratan itu seia-sekata bahwa
sekaranglah datang saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita 3

Sebagai suatu pernyataan politik, proklamasi kemerdekaan ban gsa Indonesia
sengandung konsekuensi logis (yuridis) terhadap keberadaan bangsa, negara dan
%2 hukum Indonesia.

Pertama-tama, Proklamasi Kemerdekaan adalah pernyataan (formal) tentan g
==entuknya bangsa Indonesia.* Dengan kata lain, secara formal, bangsa Indonesia
=hentuk pada detik proklamasi kemerdekaan dikumandangkan. Akan tetapi, proses
bentukan kesadaran politik sebagai bangsa (natie) Indonesia tidak terjadi secara
tiba melainkan telah melalui proses yang panjang. Proklamasi kemerdekaan
valah titik kulminasi saja sedangkan proses pembentukan kesadaran politik

2ai bangsa sudah berlangsung jauh sebelumnya. Pernyataan pembentukan bangsa
onesia itu tercantum dalam Teks Proklamasi  Kemerdekaan yang menyatakan

“wsiarto, Sejarah Ketatanegraan Republik Indonesia, Bina Aksara, Jakarta, 1984, him. 10.
tip dari Thid,
=m0 Wahyono, Negara Republik Indonesia, Rajawali, Jakarta, 1995, him. 4.
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“Kami bangsa Indonesia........ dan seterusnya.” Dalam pernyataan “Kami =
Indonesia ......... dan seterusnya” terkandung makna bahwa pada saat Prok’:
Kemerdekaan dikumandangkan, secara - formal telah terbentuk uatu bangsz
baru yaitu bangsa Indonesia di tengah-tengah bangsa- bangsa yang sudah e
dahulu ada. Dengan perkataan lain dapat dike mukakan bahwa pada saat prok ==
kemerdekaan dikumandangkan telah terjadi suatu peristiwa penting di belahan
Nusantara yaitu terjadinya perubahan status (keadaan tertentu) bangsa Indos
dari bangsa yang terjajah (yang berarti tidak memiliki status) menjadi bangsz
memiliki status tertentu yaitu bangsa yang merdeka dan berdaulat.

Perubahan status bangsa Indonesia yang dikemukakan di atas adalah
peristiwa luar biasa. Sebab, hal itu terjadi bukan karena ada suatu perjanjian (konw
sosial atau karena penyerahan kekuasaan dari penjajah kepada bangsa Indom:
Perubahan status itu terjadi karena bangsa Indonesia secara bersama dan ser==
bersepakat untuk mengenyahkan kekuasaan kolonial dari bumi Indonesia. Ba=
Indonesia melalui proklamasi telah merebut kembali kedaulatannya yang dirz=s
oleh penjajah. Tindakan itu dilakukan dengan kekuatan bangsa (rakyat) Indcs
sendiri. Oleh sebab itu, proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia du
disebut sebagai hasil perjuangan rakyat dan buah suatu revolusi sosial.® Form
tindakan bersama bangsa Indonesia itu kemudian dikumandangkan seb:
proklamasi kemerdekaan. Secara formal hal itu tercantum dalam Teks Prokiz
Kemerdekaan yang menyatakan “Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatz
kemerdekaan Indonesia.”

Perubahan status itu membawa akibat (konsekuensi) logis terhadap keberz=:
bangsa Indonesia. Sebelum proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia t:is
memiliki kedaulatan untuk mengatur dan menentukan tujuan hidupnya sendiri. A5
tetapi, setelah merdeka, bangsa Indonesia dapat mengatur dan menentukan r=
dan tujuan hidupnya sendiri (self determination). Proklamasi Kemerdekaan itu sem:
adalah bukti bahwa bangsa Indonesia telah mampu menentukan nasib dan tu s
hidupnya. Oleh sebab itu, pada saat proklamasi kemerdekaan dikumandangkan pad
saat itu pula terbentuklah negara Republik Indonesia.® Secara formal, ha
ditegaskan dalam Alinea Keempat UUD 1945 yang menyatakan “Kemudian daripad

3 Joeniarto, Op.Cit., him. 10.
8 Padmo Wahyono, Op.Cit., pada him. 4-5.
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#lu (maksudnya setelah proklamasi kemerdekaan -pen.) untuk membentuk suatu
Pemerintah Negara Indonesia....” Dengan demikian, apabila ditinjau dari sudut
ieori berdirinya negara, prose:, pembemukan (berdirinya) negara RI melalui
sroklamasi kemerdekaan mengikuti teori pertumbuhan ne gara secara sekunder.’

Legitimasi pembentukan negara Republik Indonesia tidak didasarkan
pada teori kontrak sosial seperti antara lain dikemukakan Thomas Hobbes,
wohn Locke atau Rosseau. Dari sudut teori kontrak social, negara terbentuk
=bagai hasil perjanjian (Verdrag) antarindividu sehingga kepentingan individu
“icmpatkan pada kedudukan yang lebih utama daripada kepentingan umum.
“kan tetapi, teori yang memberi dasar legitimasi berdirinya ( (terbentuknya)
sezara Republik Indonesia adalah berbeda dari teori kontrak sosial. Negara

lik Indonesia menurut pandangan bangsa Indone sia terbentuk bukan hasil
uatu perjs 'mjl.:m melainkan hasil dari suatu kesepakatan men genai satu tujuan

samt-akt).® Sebagai hasil dari suatu kesepakatan bersama (bangsa),

2 Indonesia menempatkan kedudukan kepentingan ban gsa (bersama) lebih
Wama daripada kepentingan individu. Secara lugas dapat dikemukakan bahwa
tingan bangsa (kepentingan bersama) mengatasi segala kepentingan
ngan ataupun golongan. Hal itu ditegaskan dalam Penjelasan Umum

)45 yang menyatakan bahwa : ,

“Negara” begitu bunyinya — yang melindungi segenap bangsa Indonesia
dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan
dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia.

Salam “pembukaan” itu diterima aliran pengertian Negara persatuan, Negara
yang melindungi dan meliputi segenap bangsa seluruhnya. Jadi, negara
mengatasi segala paham golongan, mengatasi segala paham perseorangan.”
Dalam negara persatuan Republik Indonesia seperti disebut dalam

#san UUD 1945 yang dikemukakan di atas dapat diketahui bagaimana posisi

Zan bangsa, kepentingan golongan dan kepentingan individu satu sama
3 1. antara ketiga kepentingan itu yang paling utama menurut pandangan bangsa
=512 adalah kepentingan bangsa. Sebagai kepentingan yang terutama,

wyono, llmu Negara, Indo-Hill, Jakarta, 1999, him. 108,
no, Konsep Yuridis Negara Republik Indonesia, dalam Abu Dand Bz.mv, Capita Selecta
garq, Rinneka Cipta, Januari, 1994, him. 144,




kepentingan bangsa berada di atas kepentingan perseorangan dan golongan. Namur
tidak berarti bahwa kepentingan golongan dan perseorangan menjadi diabaikar
Kedua kepentingan itu tetap dilindungi oleh negara. Sebab, merupakan bagian dar
kepentingan bangsa (bersama).

Di samping sebagai hasil dari suatu kesepakatan akan satu tujuan (Gesam*
akt), pembentukan negara RI tidak lepas dari campur tangan Tuhan Yang Maha Esz
Bahkan, unsur campur tangan Tuhan harus dipandang sebagai mendahul:
pernyataan kemerdekaan. Tindakan untuk memprok lamirkan kemerdekazs
sebagai suatu perbuatan luhur yang bertujuan baik tidak lepas dari kesadaras
bangsa Indonesia akan kodratnya sebagai mahluk ciptaan Tuhan. Dengas
perkataan lain, bangsa Indonesia yang menyadari kodratnya sebagai mahhle
ciptaan Tuhan mengakui kemerdekan itu adalah berkat dan anugerah dari Tuhas
Pengakuan akan hal itu dinyatakan dalam Alinega Ketiga Pembukaan UUD 19=
yang menyebutkan “Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dzs
dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsza
yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.”

Konsekuensi terbentuknya Negara Republik Indonesia berkaitan e
dengan terbentuknya (berdirinya) tata hukum Indonesia.’ Sebab, kedaulatan un=
mengatur diri sendiri sebagai konsekuensi proklamasi diwujudkan dalam
kewenangan untuk membentuk hukum yang dibuat sendiri. Dalam hubunzs
ini Arief B.Sidharta'® mengemukakan bahwa “Dengan proklamasi (yang berss
dengan berdirinya negara RI —pen.) tersebut, maka dengan satu tindaks
tunggal, tatanan hukum kolonial ditiadakan dan di atasnya terbentuk s:
tatanan hukum baru.”

Pembentukan hukum baru di atas tatanan hukum kolonial dengan suatu tind=s
sebagaimana dikemukakan Arief Sidharta menunjukkan bahwa ban:
Indonesia memiliki kemampuan untuk memberlakukan hukumnya senc
Kemampuan untuk membentuk hukum dan mengatur diri sendiri itu menunjui
bahwa bangsa Indonesia mampu mengorganisir dirinya dalam suatu ikatan orga==«
negara untuk mencapai tujuannya yaitu masyarakat yang adil dan makmur. =&
tetapi, cita-cita masyarakat adil dan makmur tersebut dapat dicapai hanya ap

9 Ibid.
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+ mampu mengatur dirinya dengan hukum yang dibuat sendiri yaitu
w=sia. Apabila bangsa Indonesia tetap diatur oleh tata hukum
s mdonesia tidak akan pernah dapat berkembang menuju cita-citanya.
Wolonial tidak pernah dibentuk untuk kepentingan daerah jajahan
Wk kepentingan kolonial.

e Zasar tata hukum bangsa Indonesia yang baru merdeka itu
wmes: Kemerdekaan. Dalam proklamasi kemerdekaan terdapat
gen vang luhur yang diyakini dan dijunjung tinggi oleh bangsa
W'+ kehendak untuk hidup bebas, merdeka dan berdaulat.''
2tzu formal, nilai-nilai moral yang luhur yaitu kehendak untuk
.i-ka dan berdaulat adalah suatu norma. Oleh sebab itu, dari segi
sa'. proklamasi kemerdekaan yang mengandung nilai-nilai luhur
w=atif dengan sendirinya merupakan suatu norma,Akan tetapi,
. proklamasi kemerdekaan bukan norma hukum.-Proklamasi
wendahului norma hukum (meta-yuridis). Proklamasi keme-
“norma dasar.”'? Sebagai norma dasar, proklamasi kemerdekaan
s vang tinggi dan luhur yang berfungsi sebagai-bintang pemandu
wesr=an kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Cita yang tinggi
wr<ifat abstrak itu harus mendapat bentuk pemositifan supaya menjadi
w2t operasional. Sarana positivisasi cita yang tinggi dan luhur itu
wum. Oleh sebab itu, proklamasi kemerdekaan sebagai norma dasar
berlakunya segala macam norma/ aturan/ketentuan hukum yang
Dengan perkataan lain, norma dasar adalah maha sumber dari segala
a2 terdapat dalam satu negara. Sistem norma hukum dalam negara
=sia tidak akan memiliki validitas (keabsahan) apabila tidak
£ norma dasar.

o LUD 1945 dan Staatsidee Negara Republik Indonesia

%o7eksi Tentang Struktur llmu Hukum, Penelitian tentang Fundasi Kefilsafatan dan
¢ llmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Iimu Hukum Nasional. Mandar
T 3

. Cit.

mada him. 6-7.




Sebagaimana dikemukakan, proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 15=° atau ¢

adalah pernyataan politik tertinggi bangsa Indonesia sebagai manifestz positis
kehendak untuk hidup sebagai suatu bangsa yang “merdeka, bersatu dan berdaulat kesatus
terlepas dari segala bentuk penjajahan. Proklamasi kemerdekaan karena == apapur
memiliki jiwa dan semangat (watak) yang revolusioner yang anti terhadap seg=- jiwa da
bentuk penjajahan dan penindasan. Proklamasi kemerdekaan yang (e dengar
menghapuskan penjajahan dari atas bumi Indonesia tersebut membawa bang= dikemn
Indonesia pada suatu keadaan (realia) baru dan cita-cita (idealia) baru yang berbecs 88 dan pr
dari realia dan idealia masa kolonial.'s Oleh sebab itu, proklamasi kemerdekzm Pembuk
menghendaki adanya perombakan sccara total.'® Akan tetapi, proklam= revolus

kemerdekaan bukanlah tujuan akhir bangsa Indonesia melainkan proses atau tahaps revolus:
menuju tujuan (cita-cita). Proklamasi kemerdekaan dapat diibaratkan sebazs P
pintu ggrbang menuju‘ cita-cita sehingga untuk mencapai cita-cita itu bang prokl ar-_ ,
Indonesia harus mengisi kemerdekaannya. twjuan
Proklamasi kemerdekaan sebagai pernyataan politik pada dasarz mendorog
merupakan pernyataan keinginan yang paling dalam dari bangsa Indonesia y= dalam Ay

klamasi kemerdekaan tidak mengand:= Wjuan bag
politik) bhn_gSa Indonesia menges Alinea K-

ingin hidup merdeka. Oleh sebab itu, pro
pandangan-pandangan politik (filsafat
sifat hakikat negara dan prinsip-prinsip penyelenggaraan negara. Proklam:

kemerdekaan hanya mengandung jiwa dan semangat yang akan mengilham ;emerdéu
(meliputi) filsafat politik bangsa Indonesia. Jiwa dan semangat proklarms seoala bc- |
kemerdekaan itu sendiri menginginkan perubahan nasib bangsa Indonesia sec= s Do
. % ” 2 .8
revolusioner (fundamental atau mendasar dan secepat-cepatnya). Hal itu c=z4 sernyataz:
disimpulkan dari kalimat dalam teks Proklamasi yang menyatakan “Hal-hal y= ‘ueyakmL
mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saks=s Zalam per:
dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.” i de:—_;--
Jiwa dan semangat proklamasi kemerdekaan yang revolusic Pen
sebagaimana dikemukakan di atas lebih lanjut dimanifestasikan (dipositivisasies egala bars
14 Padme Wahyono, Op.Cit., pada hlm 4. peInyataa:
15 Moh.Koesno “Pokok Permasalahan Hukum Kita Dewasa Ini” dalam Artidjo Alkostar dan M.Shohz Sodrat manu
Nasional,' LBH Yogjakarta dan Rajawali Press, /=5 mahluk yas 4

(ed.), ‘Perkembangan Hukim Dalam Perspekiif Hukum

1986, him. 106.
16 Mahfud M.D., Perkembangan Politik Hukum, Studi Tentang Pengaruh Konfigurast Politik Terhadap *
a, 1993, him. 11.

Hukwn di Indonesia, Disertasi, Universitas Gadjah Mada, Yogjakart

7 1bid., pada =
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#au dituangkan dalam Pembukaan UUD 1945. Pembukaan UUD 1945 sebagai
Dositivisasi jiwa dan semangat proklamasi kemerdekaan karena itu merupakan satu
f=satuan dengan proklamasi kemerdekaan yang tidak dapat diubah dengan jalan
#papun juga.'’” Pembukaan UUD 1945 sebagai wadah formal yang menampung
#wa dan semangat proklamasi kemerdekaan yang revolusioner karena itu sarat
=engan pandangan-pandangan (filsafat) politik. Secara logis-deduktif dapat
=kemukakan bahwa filsafat politik bangsa Indonesia mengenai sifat hakikat negara
=an prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan negara seperti dituangkan dalam
sembukaan UUD 1945 dengan sendirinya mengandung jiwa dan semangat yang
*=volusioner sesuai dengan jiwa dan semangat proklamasi kemerdekaan yang
=volusioner.

Pembukaan UUD 1945 sebagai positivisasi jiwa dan semangat
sroklamasi kemerdekaan mengandung motif (keinginan yang mendorong) dan
juan (cita-cita) bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Motif yang
==ndorong bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya tercantum
sam Alinea Pertama, Kedua dan Ketiga Pembukaan UUD 1945. Dalam pada itu
suan bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekannya tercantum dalam
Sinea Keempat Pembukaan UUD 1945.

Motif yang mendorong bangsa Indonesia memproklamirkan
semcrdekaannya sebagai perwujudan dari sikap politik yang anti penjajahan dalam
Weala bentuknya didasari oleh 2 (dua) macam keyakinan yang tercantum dalam
\Wiea Pertama Pembukaan UUD 1945. Keyakinan yan g pertama terkandung dalam

Syataan “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan adalah hak segala bangsa....”

Sakinan yang kedua, sebagai konsekuensi dari keyakinan yang pertama terkandung

# pernyataan bahwa®. .. penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak
S dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan.”

Pernyataan “...bahwa sesungguhnya kemerdekaan adalah hak

Buia bangsa...” dalam Alinea Pertama Pembukaan UUD 1945 merupakan

Wyataan yang mengandung pemahaman yang mendalam mengenai

% manusia sebagai mahluk ciptaan Tuhan. Tuhan menciptakan manusia sebagai

“uk yang merdeka (otonom). Sebagai mahluk yang otonom, manusia

mada him. 89.




memiliki kebebasan (kemampuan) untuk menyatakan kehendaknya (pilihanny=
Akan tetapi sebagai citra (image) Tuhan, manusia yang bertagwa kepada Tuhas
selalu condong untuk melakukan yang baik dan menghindari yang burux

Jadi, kecenderungan itu merupakan hakikat kodrat manusia sebagai mahluk ciptazs 2

Tuhan yang berakal budi."*
Kecenderungan manusia seperti dikemukakan di atas mendorong manus::
untuk selalu menginginkan kehidupan yang lebih baik dan lebih layak. Untuk bisz 8
hidup lebih layak, manusia harus memiliki kebebasan untuk menentukz= Sengar
tujuan hidupnya. Apabila kebebasan (kemerdekaan) untuk menentukan tujuan hidos Entuk s
itu tidak dimiliki, manusia tidak mungkin memenuhi kodratnya. Jadi, untuk memenu= semer:
kodratnya, setiap orang harus hidup merdeka (bebas). Seperti dikemukakan Jo&= KCErs
Locke, kemerdekaan adalah salah satu hak (kodrat) manusia.'® :
Apabila bertitik tolak dari jalan pikiran yang sama dengan di atas akan mudz® E
menerima penjelasan apa sebab bangsa Indonesia harus merdeka. Bangsa Indones::
mengakui bahwa Tuhan adalah penciptanya. Sebagai mahluk ciptaan Tuhan, bang=: -
Indonesia sesuai dengan kodratnya adalah bangsa yang merdeka. Sesuai deng= .
kebebasannya, bangsa Indonesia memiliki keinginan untuk hidup lebih baik da
lebih layak. Keinginan itu sudah sejak lama (dahulu) tersimpan dalam hati sanub= 1S m=y
bangsa Indonesia. Secara moral, bangsa Indonesia karena itu berkewajiban unt Eouat
melaksanakan isi hati nuraninya. Akan tetapi, selama dalam cengkraman penjaj=" perll
~ (kolonial), bangsa Indonesia tidak pernah mendapat kesempatan untuk melaksanak==
kewajiban tersebut. Sebab, selama dalam penjajahan yang terjadi adal: S e
pengingkaran terhadap kodrat dan martabat bangsa Indonesia. Martabat bang= PeRjajanz
Indonesia direndahkan melalui berbagai macam kebijakan dan tindakan kolon 4
yang menimbulkan penderitaan bangsa Indonesia.'” Untuk memenuhi kodratr
atau kewajiban moralnya,bangsa Indonesia harus merenggut kemb:z
kemerdekaannya dari tangan penjajah. Sebab, tanpa kemerdekaan itu, bang Redua dz
Indonesia tidak akan pernah dapat mewujudkan kodratnya atau melz faizh, kel
sanakan kewajiban moralnya sebagai suatu bangsa. Dengan perkataan la= Biu me:
bangsa Indonesia harus merdeka untuk dapat memenuhi kodratnya. Jadi, benar sepes )
Milik Pribadi, Kanisius, Yogjakarta, 1997, him. 10.

T A. Sonny Keraf, Hukum Kodrat dan Teori Hak

16 Soehino, Op.Cit., pada kim. 107.
17 Sartono Kartodirdjo, Pengantar Sejarah Indonesia Baru : Sejarah Pergerakan Nasional, Dari Kolonic::= Wbk Ind

Sampai Nasionalisme, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993, him. 13-17.



disebut dalam Alinea Pertama Pembokess ULD 1945 babws kemerdebzen 1o adalsh
hak segala bangsa.

Pernyataan kedua dalam Alinea Peritama Pembukaan UUD 1945 “..
penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri-
kemanusiaan dan peri-keadilan™ merupakan konsekuensi dari pernyataan

yang dikemukakan sebelumnya.

Sebagai mahluk ciptaan Tuhan yang berakal budi, tiap manusia sesuai
dengan kodratnya memiliki kesadaran bahwa setiap orang memiliki kewajiban
untuk menghormati kemerdekaan orang lain. Sebab, sikap menghormati
kemerdekaan orang lain adalah bukti dari sikap yang menghormati
kemerdekaan diri sendiri. Pengabaian terhadap kewajiban untuk menghormati
kemerdekaan orang lain pada hakikatnya merupakan tindakan yang
mengingkari kodrat diri sendiri sebagai mahluk yang merdeka.

Oleh sebab itu, penjajahan sebagai suatu bentuk perbuatan yang
tidak menghormati kemerdekaan bangsa lain atau malahan sebagai perbuatan
vang merampas kemerdekaan bangsa lain adalah perbuatan yang mengingkari
Lodrat manusia sebagai mahluk ciptaan Tu:ban. Segala bentuk perbuatan
rang mengingkari kodrat manusia (bangsi) pada hakikatnya adalah
serbuatan yang mengingkari peri-kemanusiaan. Perbuatan yang mengingkari
serikemanusiaan itu sendiri adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan peri-
tzadilan. Sebab, dalam penjajahan tidak akan pernah terdapat keadilan dan yang
«ialu terjadi adalah kesewenang-wenangan yang perujung pada ketidakadilan. Jadi,
»=njajahan sebagai bentuk perbuatan yang sewenang-wenang jelas-jelas merupakan
serbuatan yang tidak adil.

Penjelasan mengenai hak kodrat (hak moral) bangsa Indonesia atas
semerdekaan lebih lanjut secara panjang lebar dikemukakan dalam Alinea Pertama,
edua dan Ketiga Pembukaan UUD 1945.'® Atas dasar hak kodrat (hak moral)
«ah, kemudian bangsa Indonesia menyatakan sikap politiknya terhadap penjajahan
= menolak penjajahan dalam segala bentuknya.

Motif yang mendorong bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya

=zurus Senat Universitas Gadjah Mada, Pembahasan Ilmiah Mengenai Susunan Pemerintahan Negara
Sk Indonesia, Yogjakarta, tanpa tahun, him. 15.




lebih lanjut berkaitan dengan atau mempengaruhi tujuan proklamasi keme=
bangsa Indonesia yang secara formal tercantum dalam Alinea Keempat U0-

Tujuan bangsa Indonesia yang dicantumkan dalam Alinea Keempat L=
dalam garis besarnya terdiri atas tujuan internal dan eksternal. Dalam Aline=
Pembukaan UUD 1945, tujuan bangsa Indonesia disebutkan untuk *...m<E
suatu Pemerintah Negara Republik Indonesia yang melindungi segenar *
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kess &
umum dan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. ...

C. Nilai-nilai Dasar Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

Undang-undang Dasar (konstitusi) pada dasarnya adalah kaidah huk=
mengatur tentang keorganisasian suatu negara sehingga undang-undzsz
(konstitusi) dapat disebut sebagai pedoman penyelenggaraan negara susi =
Pada umumnya dalam undang-undang dasar (konstitusi) sebagal p==
penyelenggaraan negara yang diatur adalah hal-hal pokok mengenai ©

penyelenggaraan negara sedangkan hal-hal lain diai.tur dalam peraturan pereics

undangan yang lebih rendah sckalipun berkaitan dengan penyelenggarazs

Hal-hal pokok mengenai negara yang lazim diatur dalam suatu undang-undasz S

antara lain adalah :

(a) jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negara.
(b) susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamentz.

(¢) dan adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yans ==

fundamental. '?

Dalam hubungan dengan hal-hal pokok mengenai negara yang lazim S5

dalam suatu undang-undang dasar (konstitusi) sebagaimana dikemukakan <
timbul pertanyan-pertanyaan sebagai berikut. Pertama, apakah patokan (das=

dipakai untuk menentukan hal-hal apa saja yang termasuk sebagai hak-hzs =

manusia atau warga negara yang ditetapkan dalam undang-undang dasar (ko=

7 Kedua, apakah patokan (dasar) yang dipakai untuk menentukan bagaimanz ™
susunan ketatanegaraan yang hendak ditetapkan dalam undang-undang
(konstitusi) ? Ketiga, apakah patokan (dasar) yang dipakai untuk menetais

19 §1i Soemantri Martosoewignjo, Prosedur

94

dan Sistem Perubahan Konstitust, Alumni, Bandung, hi= =

“embagian dan per—
Sendak ditetapkan czon 8
Sudah baranz
Wdang-undang das=
S bagi kehidupan by
saiam kehidupan berung
Biuan negara menerntoi
fesara yang perlu Soall
SSuan negara itu semc
Suiikat negara.
Cara pandanz
Wt nilai-nilai dasar o
= bernegara. Nila:-
serupakan pencerm
wdiri dalam hubur:
W bangsa terhadzs 88
sesohanian bangsa vars |
Seengaruhi oleh berbas
®. nilai-nilai dasar vz
w=zai dengan sudut oo
Nilai-nilai da
melisit dalam kons:
Si=mukakan di atas
W dengan sendiriny
Nilai-nilai das=
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Sebagai bentuk penom
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swsar. Ja adalah causz =

~ Marsillam Simanjuntak, Fomios
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pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang bersifat fundamental yang
hendak ditetapkan dalam undang-undang dasar ( konstitusi) ?

Sudah barang tentu, Penetapan mengenai hal-hal pokok tentang negara dalam
undang-undang dasar (konstitusi) didasarkan pada sesuatu hal yang lebih mendasar

suatu bangsa terhadap diri, lingkungan dan penciptanya terletak dalam struktur
kerohanian bangsa yang bersangkutan. Pada akhirnya kesadaran hukum ity sendiri
dipengaruhi oleh berbagai faktor yang bersifat material dan immaterial. Oleh sebab
itu, nilai-nilai dasar yang diyakini oleh tiap bangsa pada dasarnya adalah berbeda
sesuai dengan sudut pandangnya terhadap diri, lingkungan dan penciptanya.

implisit dalam konstitusi. 20 Oleh sebab itu, dalam hubungan dengan hal yang
dikemukakan dj atas, nilai-nilai dasar yang tercantum dalam konstitusi tiap negara
pun dengan sendirinya akan berbeda pula.

Nilai-nilai dasar yang secara eksplisit atau implisit tercantum dalam undang-
undang dasar (konstitusi) lebih lanjut dijabarkan dalam pasal-pasal undang-undang
dasar (konstitusi) itu sendiri. Oleh sebab itu, Undang-undang Dasar (konstitusj)
dapat disebut sebagai bentuk penormaan nilai-nilai dasar yang pertama dan terutama.

' Marsillam Si manjuntak, Pandangan Negara Integralisiik, Grafi, Jakarta, 1994, him, 1.




adanya neg
Pﬂngorgﬂ
bernegar:
Nilz
Dbengatura:
disebut s
dasar peng
Begara ais
kehidupar
bentukan
citra negz-
merupakar
akan mer:
Pemerintas
asas keky:

negara sehingga segala bentuk norma hukum yang lain tidak boleh menyimpanz
dari undang-undang dasar. Sesuai dengan kedudukan undang-undang dasar tersebut.
nilai-nilai yang terdapat dalam semua bentuk norma hukum dalam suatu negarz
harus berpatokan pada nilai-nilai dasar dalam undang-undang dasar itu,” baik isinyz.
arahnya maupun batasannya.?' Fungsi nilai-nilai dasar demikian itu membuat
validitas nilai dalam semua norma hukum harus dapat diuji dengan nilai-nilai dasar
tersebut. Sebagai konsekuensinya, nilai-nilai dalam suatu norma hukum yang
bertentangan dengan nilai-nilai dasar dalam undang-undang dasar (konstitusi) padz
hakikatnya merupakan suatu penyimpangan dari nilai-nilai dasar yang tidak dapa:
dibenarkan. -

Penormaan nilai-nilai dasar ke dalam konstitusi pada umumnya dilakukan
oleh tokoh-tokoh bangsa yang bersangkutan. Oleh sebab itu, suatu konstitusi dapa:
atau tidak salah kalau disebut sebagai dokumen formal yang memuat “pandangan
tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan pada masa sekarang maupun padz
masa yang akan datang.”2? Pandangan tokoh-tokoh bangsa tersebut pada hakikatnyz
adalah “suatu keinginan, dengan mana perkembangan kehidupan ketatanegaraan
bangsa hendak dipimpin.” ?2? Jadi, undang-undang dasar (konstitusi) yanz
mengandung pandangan tokoh-tokoh bangsa mengenai perkembangan kehidupa=
ketatanegaraan tersebut pada hakikatnya merupakan pencerminan dari kehidupzas
ketatanegaraan ideal yang hendak diwujudkan oleh svatu bangsa pada masa kin:
maupun pada masa yang akan datang. Maka, dapat disebut bahwa fungsi nilai-nil=
dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah pedoman atau patokan daszs
dalam mengatur kehidupan ketatanegaraan.?* Apabila nilai-nilai dasar tersebu
kemudian diwujudkan ke dalam undang-undang dasar (konstitusi). Maka, fungs
undang-undang dasar (konstitusi) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara denga=
demikian adalah memberikan arah dan tuntunan terhadap kehidupan ketatanegarazr
supaya kehidupan berbangsa dan bernegara berkembang ke arah yang dicita-citakas
oleh bangsa yang bersangkutan. Dengan demikian, sebagai penuntun terhadzs
perkembangan kehidupan ketatanegaraan, nilai-nilai dasar akan menentukan semu: erfungsi s

aspek kehidupan bernegara baik mengenai sifat hakikat negara, dasar pembens= -_ pokok
—4lam suat:

! Ibid.
2 8ri Soemantri M., Op. Cit., pada hlm, 2.
# Ibid.

4 Marsillam Simanjuntak, Op. Cit.,




Weura tujuan negara, kedaulatan, bentuk negara, bentuk pemerintahan, sistem
Wasian negara, asas-asa$ yang dianut dalam kehidupan berbangsa dan
20 lain-lain sebagainya.
w-nilai dasar yang berfungsi sebagai pedoman atau patokan dalam
* kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana dikemukakan
ESazal “staatsidee atau cita negara” 2’ atau menurut istilah Soepomo ¢
pertian negara. Dengan demikian, staatsidee atau dasar pengertian
= citra negara adalah pangkal yang menentukan perkembangan
Serbangsa dan bernegara termasuk pertumbuhan isi dan arah pem-
Sukum dalam suatu negara. Beranjak dari dasar pemikiran demikian,
= atau dasar pengertian negara atau hakikat negara yang paling dalam
titk tolak atau batu penjuru yang menentukan apakah suatu negara
»adi negara yang menganut paham demokrasi atau tidak; berbentuk
“2a republik atau monarkhi; berasas negara hukum (rechtstaat) atau
“2an belaka (machtstaat); menganut paham konstitusionalisme atau tidak
o 1 sebagainya. Prinsip-prinsip itu kemudian akan dituangkan dalam
“ang dasar sebagai hukum dasar yang pertama dan terutama dalam ne gara
zanut hukum dasar yang tertulis. Jadi, konkretisasi citra negara
“f dalam kaidah-kaidah hukum tertuang dalam kaidah-kaidah undang-
wsar (konstitusi). Oleh sebab itu, ketentuan undang-undang dasar (konstitusi)
satur bentuk negara, bentuk pemerintah, asas-asas hukum yang dianut,
=rintahan, paham kedaulatan yang dianut dan lain-lain sebagainya.

dan Fungsi Pancasila Sebagai Nilai-nilai Dasar Dalam Kehidupan
=<2 dan Bernegara Indonesia

* bangsa Indonesia, UUD 1945 adalah hukum dasar yang mengatur
# sczara dan penyelenggaraan negara Republik Indonesia (RI) sehingga
“=bagai pedoman penyelenggaraan negara. Dalam UUD 1945 diatur hal-
‘mengenai negara dan penyelenggaraan negara sebagaimana lazim terdapat
undang-undang dasar yaitu hak-hak rakyat (warga negara), susunan

« ~wamimi, Cita Negara Persatuan Indonesia Dalam UUD 1945, Makalah Seminar yang
wian oleh BP-7 Pusat, Jakarta, 1994, him, 4.
“ezara Republik Indonesia, Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI, Jakarta, 1998, him. 51.




ketatanegaraan yang fundamental dan pembagian wewenang serta tugas
lembaga-lembaga negara yang bersifat fundamental.

Dalam hubungan dengan hal-hal pokok mengenai negara RI yang diatur
dalam UUD 1945 timbul pertanyaan sebagai berikut. Apakah patokan (dasar
dalam menentukan hal-hal pokok apa saja mengenai negara RI yang perl
ditetapkan dalam UUD 1945 ? Penetapan mengenai hal-hal pokok tentanz
negara RI yang perlu ditetapkan dalam UUD 1945 didasarkan pada sesuatu hal yan:
lebih mendasar lagi bagi kehidupan bernegara dan berbangsa Indonesia yaitu tujuzs
negara. Tujuan bernegara bangsa Indonesia sebagaimana dikemukakan tercantur
dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945. Tujuan bernegara bangsa Indones::
yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 tersebut ditentukan oleh car
pandang bangsa Indonesia mengenai sifat hakikat negara.

Menurut cara pandang bangsa Indonesia, negara dalam sifat =
hakikatnya adalah alat (organisasi) untuk mencapai tujuan bernegara bang
Indonesia. Sebagai alat, negara tidak mempunyai kehendak. Sebab, yar
mempunyai kehendak adalah bangsa Indonesia sehingga negara (kalaup-
mempunyai kehendak) harus tunduk pada kehendak bangsa. Cara pandas
yang demikian didorong oleh kesadaran bahwa negara RI didirikan o
bangsa Indonesia melalui proklamasi kemerdekaan untuk mewujuc!
tujuannya.

Kemampuan bangsa Indonesia mendirikan negara RI melz
proklamasi kemerdekaan bukan didasarkan atas kekuatan sendiri tetapi =
terlepas dari faktor campur tangan Tuhan sebagai faktor yang utama. Hal itu dz
oleh bangsa Indonesia dalam Alinea Ketiga Pembukaan UUD
Pengakuan bangsa Indonesia seperti tercantum dalam Alinea Ketiga Pembuizi
UUD 1945 tersebut menunjukkan cara pandang (persepsi) bangsa Indor:
terhadap dirinya sebagai suatu bangsa dalam hubungannya der:
Tuhan penciptanya. Negara yang didirikan dengan berkat rahmat T:
Yang Maha Esa itu bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi se'
rakyat Indonesia. Hal ini menunjukkan cara pandang (persepsi) bas
Indonesia terhadap dirinya sebagai suatu bangsa. Di samping itu, tujuan eksi=s
bangsa Indonesia untuk ikut menciptakan ketertiban dunia dan perda:
abadi menunjukkan cara pandang (persepsi) bangsa Indonesia terhadap ¢
dalam hubungannya dengan bangsa-bangsa lain (lingkungannya).

-
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. hal yang dikemukakan di atas pada akhirnya menujukkan cara
=sa Indonesia terhadap dirinya sebagai suatu bangsa, cara pandangnya
» “usssa lain (lingkungannya) dan cara pandangnya terhadap diri sendiri
mzan dengan Tuhan penciptanya.
“w= pandang bangsa Indonesia terhadap dirinya, lingkungan dan Tuhan
% sebagaimana dikemukakan di atas menentukan nilai-nilai dasar apa
.= oleh bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. :
~wataan lain, bagaimana bangsa Indonesia mempersepsi dirinya sebagai
=2 dalam hubungan dengan bangsa lain (lingkungan) dan penciptanya
dari nilai-nilai apa yang dianutnya. Nilai-nilai dasar itu sendiri
sencerminan dari kesadaran hukum bangsa Indonesia mengenai
“w=ai suatu bangsa dalam hubungan dengan lingkungan dan penciptanya.
Ja:-nilai dasar bangsa Indonesia digali dari bumi Indonesia dan kemudian
2= dirumuskan dan dikritalisasikan oleh tokoh-tokoh bangsa Indonesia.
~ut diketahuui dari sidang-sidang BPUPKI dan PPKI. Nilai-nilai dasar
an disepakati oleh tokoh-tokoh bangsa Indonesia sebagai sistem nilai
w» memandu perkembangan kehidupan ketatanegaraan Republik Indonesia
e sckarang dan masa yang akan datang. Dengan demikian, nilai-nilai
st merupakan hasil konsensus tokoh-tokoh bangsa Indonesia pada masa
ailai dasar hasil konsensus para tokoh bangsa yang memandu
pumzan kehidupan ketatanegaraan tersebut membentuk citra negara atau
peara Republik Indonesia yang paling dasar.
\a-nilai dasar yang membentuk citra negara atau hakikat negara Republik
yang paling dasar kemudian dikonkretisasi secara positif dalam
» UUD 1945. Nilai-nilai dasar yang dimaksud terdiri atas :

~ Ketuhanan Yang Maha Esa,

~ Kemanusiaan yang adil dan beradab,

= Persatuan Indonesia,

4 Kerakyatan yang dimpimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan

= Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Zasar dalam Pembukaan UUD 1945 yang melandasi batang tubuh UUD
o =5ut tidak lain adalah Pancasila. Dengan perkataan lain, Pancasila




sebagai nilai-nilai dasar yang menentukan hakikat negara RI
adalah citra negara Republik Indonesia.

Pancasila sebagai nilai-nilai dasar dalam kehidupas

bernegara atau sebagai citra negara Republik Indonesia bes
dasar negara. 2’ Hal' itu*berarti bahwa Negara Republik Indc

Pancasila sebagai dasarnya. Sebagai dasar negara, Pancasii

dasar yang bersifat normatif terhadap seluruh aspek penye

Republik Indonesia.?® Pancasila “memuat norma-norma yang

untuk mengukur dan menentukan keabsahan bentuk-bents
negara serta kebijaksanaan-kebijaksanaan yang diambil dalam o=
29 Oleh sebab itu, Pancasila yang tercantum dalam Pembukaas

juga sebagai Kaidah Fundamental Negara 3¢ atau Norma funcame
Pancasila yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1542

Fundamental Negara atau Norma fundamental negara atau ¢
sendirinya menentukan segala aspek yang berkaitan dengas
Indonesia. Pancasila sebagai citra negara Republik Inc
sifat hakikat negara, tujuan negara, bentuk negara, bentus
organisasi negara, tata hukum, ajaran kedaulatan, asas-asas
dan lain-lain sebagainya.
Pancasila dalam bentuk pokok-pokok pikiran sebagzis
Penjelasan UUD 1945 merupakan cita hukum (rechtsidee ) ya=
' dasar negara Indonesia. *? Cita hukum (rechtsidee) bangsa Ind
| pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam Penjelasan ULUD ==
: pokok pikiran sebagai berikut :
| 1. negara yang melindungi segenap bangsa dan s
| 2. negara yang mencita-citakan keadilan sos:iz
Indonesia,

3. negara vz
4. negara v:

Sebagai cita =
Seout kemudian
& Sukum yang m:

#3. Dengan der
sjudan dari Pan:
Blean. Bahkan, bui:
"-pokok pikirar
BB negara Reput
W vang tidak ter:
dalam negarz =il

is harus diliputi l
110 A .ru,jika hendak - il
i sila sebagai cita
1 1945 yang tiada Iz

¥

srum dalam Pem

Undang-undang
BSasi negara” 3 Reoutil
usum atau nilai--
serkedudukan =+
Republik Indons
per hukum forma!
esia. Dalam kedusooum

BUD 1945 be-uml

s

it g
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% Seerjanto Poespowardoyo, " Pancasila Sebagai ldeologi Ditinjau Dar
dalam Oetojo Oesman dan Alfian “Pancasila Sebagai Ideologi Da
Bermasyarakat. Berbangsa dan Bernegara, BP-7 Pusat, Jakarta, |

* Ibid.,

* Ibid.,

% Pengurus Senat Universitas Gadjah Mada, ep. Cit., pada him. 15
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Negara, Disertal, Universitas Indonesia, Jakarta, 1990, him. 63.
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3. negara yang berkedaulatan rakoyet dan
4. negara yang berketuhanan Yang Maha Esa

Sebagai cita)hukum, pokok-pokok pikiran dalam Penjelasan UUD 1945
tersebut kemudian “meliputi snesana kehetiusae™ ULUD 1545 Dalam pengertian
cita hukum yang meliputi suasana kchathomas UUD 1945 terkandung makna
bahwa Pancasila sebagai cita hukum lete® lamges Swesadican dalam pasal-pasal UUD
1945. Dengan demikian, pasal-pasal UUD 1945 tersebut merupakan
perwujudan dari Pancasila sebagai cita bakam yang berbentuk pokok-pokok
pikiran. Bahkan, bukan itu saja, Pancasils schesas citz hukum dalam bentuk
pokok-pokok pikiran harus melipot ssssass Echathunas seluruh norma hukum
dalam negara Republik Indonesia baik bekem dasar tertulis maupun hukum
dasar yang tidak tertulis. Hal ini berarti bahwa keseluruhan norma-norma
hukum dalam negara Republik Indonesia baik yamg terulis maupun yang tidak
tertulis harus diliputi oleh jiwa dan semangat Pancasils sebagai cita hukum. Oleh
sebab itu, jika hendak memahami UUD 1945 ek ada jalan selain dari memahami
Pancasila sebagai cita hukum dalam bentuk pokok-pokok pikiran dalam Penjelasan
UUD 1945 yang tiada lain adalah Pancasils sebagai ksidah fundamental negara yang
sercantum dalam Pembukaan UUD 1945

Undang-undang Dasar 1945 “sebagal kaidah yang mengatur susunan
wrganisasi negara”?? Republik Indonesia merupakan penormaan Pancasila sebagai
oita hukum atau nilai-nilai dasar yang pertama dan terutama Oleh sebab itu, UUD
1945 berkedudukan sebagai bentuk norma bukum yang tertinggi dalam tata
Sukum Republik Indonesia. Dalam kedudukan demukian, UUD 1945 berfungsi
sumber hukum formal bagi seluruh tata (norma) hukum dalam negara Republik
Indonesia. Dalam kedudukannya sebagai sumber bagi seluruh norma hukum yang
lain, UUD 1945 berfungsi sebagai pedoman atau penuntun dalam
perkembangan hukum. Sebab, validitas setiap norma hukum harus diuji terhadap
D 1945.

UUD 1945 bersifat sebagail aturan-aturan pokok. Sebab, hanya
mengatur hal-hal pokok mengenai negara Republik Indonesia. Sebagai Aturan

Bagir Manan, Pertumbuhan dan Perkembangan Konmstitusi Suaru Negara, Mandar Maju. Bandung, 1995,
hlm. 1.




Dasar Negara atay aturan-aturan pokok, UUD 1945 adalah kaidah hukum yang
bersifat kaidah tunggal 74 yang masih harus dijabarkan oleh peraturan perundang-
undangan yang lebih rendah. Hal itu secara jelas diakui oleh pembentuk UUD ]24=
dalam Angka Romawi IV Penjelasan UUD 1945.

i
Maka telah cukup jika Undang-undang Dasar hanya memuat aturan-ature-
pokok, hanya memuat garis-garis besar sebagai instruksi kepada pemerint=*
pusat dan lain-lain penyelenggara negara untuk menyelenggarakan kehidu pas
negara dan kesejahteraan sosial. Terutama bagi negara baru dan negara muds
lebih baik hukum dasar yang tertulis itu hanya memuat aturan-aturan pokos
sedangkan aturan-aturan yang menyelenggarakan aturan pokok itu diserahkas

kepada undang-undang yang lebih mudah taranya membuat, mengubah cus
mencabut,

yang antara lain menyebutkan bahwa

Undang—undang Dasar Negara manapun tidak dapat dimengerti kalan hamn
dibaca teksnya saja. Untuk men gerti sungguh-sungguh maksudnya Uncess
undang Dasar dari suatu negara kita harus mempelajari juga basz mum
terjadinya teks itu, harus diketahui keterangan-keterangannya dan jug= hum
diketahui dalam suasana apa teks itu dibikin.

1998, him. 30,







DAFTAR PUSTAKA

|
A. Hamid Attafni mi, Cita Negara Republik Indonesia Dalam UUD 1945, Makalz"
Seminar BP-7 Pusat, Jakarta, 1994

Arief B. Sidharta, Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum, Penelitian tentang Fundzs
Kefilsafatan dan Sifat Ilmu Hukum Sebagai Landaszs
Pengembangan Ilmu Hukum Nasional, Mandar Maju, Bandunz
'1999,

A. Sony Keraf, Hukm Kodrat dan Teori Hak Milik Pribadi, Kanisius
Yogjakarta, 1997,

Bagir Manan,pertumbuhan perkembangan konstituti suatu negara ,mandar ma
Bandung 1995,

Jocniarto,.llmu Hukum Tata Negara dan sumber sumber hukum tata negarz
Gajah mada, yogyakarta 1968,

Mahfud, M.D., Perkembangan Politik Hukum, Studi tentang Pengaruh Konfifuras
Politik Terhadap Produk Hukum, Disertasi, Universitas Gad =
Mada, Yogjakarta, 1993

Marsillam Simanjuntak, Pandangan Negara Integralistik, Grafitti, Jakarta, 1994

Padmo Wahyono, Konsep Yuridis Negara Repulik Indonesia, dalam Abu Daud Bus=
Capita Selecta Hukum Tata Negara, Rinneka Cipta, Bandung, 195«

, Negara Republik Indonesia, Rajawali, Jakarta, 1995,
, Ilmu Negara, Indo-Hill, Jakarta, 1999,

Pengurus Senat dan Senat Universitas Gadjah Mada, Pembahasan Ilmiah Meng==
Susunan Pemerintahan Negara Republik Indonesia, Yogjak==
tanpa tahun.

Sartono Katodirjo, Pangantar Sejarah Indonesia Baru : Sejarah Pergerakan Nasiome
Dari Kolonialisme Sampai Nasionalisme, Gramedia P. Utz
Jakarta, 1993,

Sekretar

Soerjani- ¢




bekretariat Negara Republik Indonesie. Risalah Sifne BPUPK] dun PP Jakarss
-~ 1998,

Socrjanto Poespowardoyo, Pancasila, Sebagai Ideolog Ditinjen dars Seg Pandaoge
L Hidup Bersama, dalam Oetojo Ocsman dan Alfizs "Pancasila
Sebagai Ideologi Dalam Berbagai Bidang Kehidupan
Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara, BP-7 Pusat, Jakarta,
1992,

Sti Soemantri M. Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi, Alumni, Bandung,
1978.

105




